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Abstrak 

Prinsip-prinsip perbankan menjadi landasan yang dijadikan gagasan utama  yang berhubungan dengan  
segala transaksi dalam perbankan muamalah dan syariah. Prinsip dasar perbankan syariah diantaranya 
maisir, gharar, haram, riba dan batil. Prinsip tersebut bagi perbankan syariah sangat lah penting dimana 
menjadi dasar pokok terkait tujuan dari muamalah dan transaksi yang ada di perbankan syariah. Dalam 
kegiatan perekonomian adanya perjanjian merupakan suatu hal yang penting dikarenakan agar menghindari 
kerugian antara satu sama lain. Banyak ajaran Islam mengenai ekonomi yang menerangkan bahwa Islam 
sangat menjaga persoalan ekonomi. Pada hakikatnya terdapat ayat Al-Qur'an yang menyangkut persoalan 
ekonomi. Pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan telah 
digunakan dalam penulisan jurnal ini. Informasi dikumpulkan melalui sumber sekunder bukan sumber primer, 
seperti buku, dokumen, atau karya peneliti sebelumnya. Perbankan adalah institusi penting dalam 
perekonomian karena merupakan perantara pihak kekurangan dana dengan pihak kelebihan dana. 
Perbankan syariah sendiri adalah perbankan yang didasari atas ajaran Islam yaitu Al-Quran dan Hadist. 
Dalam pelaksanaannya, perbankan syariah menggunakan bagi hasil bukan dengan bunga karena bunga 
dilarang oleh syariat Islam dikarenakan mengandung kemudharatan. Perbankan syariah memiliki peran 
penting dalam meningkatkan kehidupan masyarakat. 
 
Kata kunci: Perbankan Syariah, Maisir, Gharar, Haram, Riba, Batil 
 

Abstract 
Banking principles are the basis used as the main ideas relating to all transactions in muamalah and sharia 
banking. The basic principles of sharia banking include maisir, gharar, haram, usury and falsehood. In 
economic activities, having an agreement is an important thing because it can cause losses to each other. Many 
Islamic teachings regarding economics explain that Islam is very concerned about economic matters. In 
essence, there are verses in the Koran that concern economic issues. A qualitative descriptive approach using 
library research methods has been used in writing this journal. Information is collected through secondary 
sources rather than primary sources, such as books, documents, or the work of previous researchers. Banking 
is an important institution in the economy because it is an intermediary between those who lack funds and 
those who have excess funds. This principle for sharia banking is very important as it is the main basis 
regarding the objectives of muamalah and transactions in sharia banking. Sharia banking itself is banking that 
is based on Islamic teachings, namely the Al-Quran and Hadith. In its implementation, Islamic banking uses 
profit sharing instead of interest because interest is prohibited by Islamic law because it contains harm. Islamic 
banking has an important role in improving people's lives. 
 
Keywords: Sharia Banking, Maisir, Gharar, Haram, Usury, Batil 

PENDAHULUAN 
Dalam kegiatan perekonomian adanya perjanjian merupakan suatu hal yang penting 

dikarenakan agar menghindari kerugian antara satu sama lain. Perjanjian ini diperlukan untuk 
melaksanakan berbagai jenis kegiatan perdagangan dan perekonomian guna meminimalisir 
terjadinya berbagai macam penyimpangan di dalam bermuamalah. Oleh karena itu, diperlukan 
prinsip-prinsip syariah seperti maisir, gharar, haram, riba, dan batil untuk menciptakan suatu 
perjanjian sebagai syarat-syarat yang harus dipatuhi. Perbankan bisa disebut financial 
intermediary atau sebagai perantara keuangan. Maknanya institusi perbankan merupakan badan 
yang melaksanakan kegiatan yang berhuhungan dengan urusan keuangan. Selain itu, perbankan 
selalu melibatkan penerbitan mata uang, yang merupakan sarana utama untuk memfasilitasi 
perdagangan. 
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Prinsip-prinsip perbankan menjadi landasan yang dijadikan gagasan utama  yang 
berhubungan dengan  segala transaksi dalam perbankan muamalah dan syariah. Prinsip dasar 
perbankan syariah diantaranya maisir, gharar, haram, riba dan batil. Adanya perbankan syariah 
di Indonesia, memiliki kemudahan kepada masyarakat muslim dalam meninggalkan riba. 
Sehingga dapat menjalankan perekonomian dalam kehidupan sehari-hari tanpa riba. Adanya 
perbankan syariah Indonesia merupakan salah satu faktor pendukung pertumbuhan Indonesia. 
Diliat dari jumlah penduduk Indonesia merupakan penduduk muslim terbesar dan hampir 87% 
total penduduk Indonesia beragama Islam. 

Perbankan syariah yaitu produk berdasarkan sistem ekonomi Islam. Fazlurahman 
mengemukakan, ekonomi Islam didasarkan pada prinsip-prinsip agama dan berfokus pada 
dunia/akhirat. Perbankan syariah Indonesia berdiri tahun 1992 dengan berdirinya Bank 
Muamalat. Menurut UU Perbankan menyatakan prinsip syariah diterapkan pada penyimpanan 
dana atau usaha kegiatan lain yang bertujuan sesuai dengan syariah. Aturan perjanjian 
berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk tujuan pembiayaan merupakan 
bunyi dari pasal 1 ayat 13 UU RI No.10 Tahun 1998.  

Pelarangan riba dalam ekonomi Islam, salah satunya yaitu terkait prinsip bagi hasil yang 
dilakukan oleh bank syariah. Bank syariah penganut sistem bagi hasil demi melakukan transaksi 
yang tidak merugikan nasabah berdasarkan keadilan. Penerapan bagi hasil ialah suatu hal yang 
membedakan bank konvensional dan bank syariah. Selain itu, dalam melaksanakan operasional 
perbankan syariah, dalam segala jenis transaksi harus mengimplementasikan prinsip syariah 
sebagai landasan operasionalnya yang merupakan bentuk konsistensi untuk menjaga operasional 
bank syariah. 

Banyak ajaran Islam mengenai ekonomi yang menerangkan bahwa Islam sangat menjaga 
persoalan ekonomi. Pada hakikatnya terdapat ayat Al-Qur'an yang menyangkut persoalan 
ekonomi dan tidak mencakup aqidah atau ibadah (mahdhah) saja. Ayat tersebut adalah Surat al-
Baqarah yang menurut Ibnu Arabi memuat 52 persoalan hukum ekonomi. Selain itu, dalam 
operasional bisnis ekonomi terdapat sistem ekonomi Islam dapat diharapkan mengoptimalkan 
potensi sumber daya ekonomi dalam masyarakat Islam sehingga dapat menghilangkan 
operasional bisnis ekonomi yang tidak searah dengan perbankan syariah. 

KAJIAN LITERATUR 
Maisir 

Maisir menurut bahasa bermakna mudah/sederhana. Sedangkan, maisir menurut istilah 
bermakna memperoleh kemaslahatan tanpa usaha. Maisir terkenal sebagai perjudian karena 
dalam perjudian mendapatkan kemaslahatan tanpa usaha. Disebutkan dalam firman Allah terkait 
pelarangan judi dalam praktik keuangan Islam "Hai orang yang beriman, sesungguhnya khamar, 
maisir, berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan, 
maka hindarilah perbuatan-perbuatan tersebut agar memperoleh kebahagiaan." (QS Al-Maidah : 
90).  

Larangan Maisir oleh Allah SWT disebabkan karena dampak negative dari Maisir. Saat 
berjudi, seseorang dihadapkan pada kondisi di mana ia bisa menang atau kalah dengan cara yang 
tidak biasa. Tetapi jika mendapatkan keberuntungan maka akan mendapatkan keuntungan yang 
jauh lebih banyak daripada yang telah dikeluarkan. Sebaliknya, jika mengalami kurang beruntung, 
bisa mendapatkan kerugian  besar. Perjudian dilarang dalam sistem keuangan Islam karena tidak 
mengikuti prinsip keadilan dan keseimbangan. 
Gharar 

Gharar adalah ketidakpastian dalam bertransaksi yang disebabkan oleh ketidakpatuhan 
terhadap ketentuan syariat dalam bertransaksi. Adanya penindasan atau merugikan salah pihak 
yang terlibat dalam transaksi merupakan salah satu transaksi yang mengandung gharar sehingga 
dalam Islam hal tersebut dilarang. Dalam hukum islam gharar mengacu pada ketidakpastian atau 
ketidakjelasan yang berlebihan dalam suatu transaksi. Dalam konteks perbankan syariah, gharar 
dapat terjadi dalam berbagai bentuk, misalnya ketidakpastian mengenai harga, jumlah, atau 
karakteristik aset yang diperdagangkan. 
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Dalam perbankan syariah, transaksi harus bebas dari gharar agar dianggap halal atau 
sesuai dengan prinsip syariah. Gharar dilarang karena dapat menimbulkan ketidakadilan atau 
kerugian bagi para pihak yang bertransaksi. Misalnya, salah satu pihak dapat dirugikan jika 
terdapat ketidakpastian yang berlebihan mengenai produk yang diperdagangkan. Oleh karena itu, 
menghindari gharar menjadi perhatian utama dalam operasional perbankan berbasis syariah. Hal 
ini tercermin dalam pengembangan produk keuangan syariah serta  proses pemantauan dan 
penilaian risiko oleh regulator dan lembaga keuangan syariah. 

Pelarangan gharar terdapat dalam firman Allah SWT "Dan janganlah sebagian kamu 
memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) 
kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian 
daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui" (Al-
Baqarah : 188).  
Haram 

Menurut bahasa artinya larangan. Dalam aktivitas perekonomian, semua orang dituntut 
menghindari segala sesuatu yang dilarang, baik secara substansi maupun dalam produksi, 
distribusi maupun konsumsi. Kegiatan ekonomi boleh saja dilakukan, namun jika subjek 
transaksinya haram, maka transaksinya tidak sah. Contohnya penjualan Khamr, dalam Ushul 
Fiqih, muamalah memberlakukan kriteria penentuan baik buruknya dalam  kegiatan 
perekonomian, semua aktivitas muamalah diperbolehkan kecuali yang tidak diperbolehkan 
secara khusus oleh Allah SWT. 

Menurut Muhammad, Usaha yang dilarang yaitu pembuatan dan penjualan minuman 
beralkohol, obat-obatan terlarang, usaha patung, usaha barang haram, usaha prostitusi, barang 
gharar, dan usaha bagi hasil yang dilarang. Secara bahasa kata haram sendiri yang berarti 
larangan dan peneguhan digunakan dalam berbagai bentuk, antara lain QS Al-Baqarah/2: 173, QS 
An-Nahl/16: 115,  QS Al-Maidah/5: 3. 
Riba 

Arti harfiah dari kata riba adalah bertambah, berlebih, tumbuh, bertambah. Secara teknis, 
riba dipahami sebagai penarikan dana tambahan secara curang dari modal. Oleh karena itu, para 
ulama sepakat bahwa  riba itu haram. Sayyid Sabiq mengartikan riba itu penambahan modal, baik 
penambahannya besar bahkan kecil. Hal yang paling dilarang dalam Islam yaitu salah satunya 
riba. Karena riba adalah tentang menambah nilai  dengan cara menaikkan jumlah nominal 
pinjaman pada saat dilunasi. Jumlah bunga mengacu pada  persentase tetap yang dibebankan 
kepada peminjam. Oleh karena itu, peminjam harus menghindari riba dan memenuhi semua 
kontrak setiap kali membuat kontrak. 

Terdapat dalam firman Allah SWT surat Ali-Imran ayat 130, diharamkan membelanjakan 
harta riba sebanyak dua kali, bahwa sejak awal pembahasan tidak ada perbedaan pendapat di 
kalangan umat Islam tentang larangan riba, dan bahwa semua mazhab  berpendapat bahwa 
melakukan transaksi  riba adalah dosa besar, sebab, sumber utama syariah yaitu Al-Qur'an dan 
Sunnah. 
Batil  

Secara bahasa artinya  tidak sah atau batal. Kegiatan ekonomi yang terkait dengan 
pelarangan batil antara lain menurunkan standar dan mencampurkan barang  baik dan buruk 
untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Batil artinya dirusak dimana kondisi yang 
ditinggalkan ketika melakukan sesuatu dan dapat diartikan sesuatu  yang dilarang oleh Allah 
SWT. Menurut banyak ulama, tidak ada perbedaan antara batil dan muamalah dalam bidang 
ibadah. Dalam bidang  transaksi jual beli, terdapat beberapa larangan yang harus dihindari oleh 
pelaku pasar agar tetap dapat menjalankan usahanya secara beretika. 

Batil terjadi apabila transaksi tersebut tidak memenuhi syarat Islam, seperti melanggar 
prinsip keadilan dan keseimbangan dalam transaksi, atau apabila transaksi tersebut mengandung 
sesuatu yang dilarang  Islam, seperti riba, gharar, maisir, dan lain-lain. Dalam konteks transaksi 
perbankan Islam, istilah tersebut mengacu pada segala jenis transaksi atau praktik yang 
bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah atau hukum Islam. 
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Selain itu, jika suatu transaksi atau amalan dianggap 'batil' dalam konteks perbankan 
syariah, berarti transaksi atau amalan tersebut tidak sesuai dengan prinsip syariah sehingga 
dianggap tidak sah atau salah menurut hukum Islam. 

METODE 
Pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan 

telah digunakan dalam penulisan jurnal ini. Studi dilakukan menggunakan data sekunder, dalam 
artian telah dikumpulkan, dikategorikan, dan tersedia akses untuk umum dari sumber yang 
terpercaya. Informasi dikumpulkan melalui sumber sekunder bukan sumber primer, seperti 
buku, dokumen, atau karya peneliti sebelumnya. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian 
kepustakaan berasal dari artikel, hasil penelitian, dan referensi yang membahas permasalahan 
berkaitan dengan topik peneliti.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Perbankan adalah institusi penting dalam perekonomian karena merupakan perantara 

pihak kekurangan dana dengan pihak kelebihan dana. Dalam suatu perbankan syariah, bank 
tersebut harus menerapkan prinsip dasar syariat Islam yang sudah berlaku yaitu prinsip maghrib 
(maisir, gharar, haram, riba, dan batil). Prinsip tersebut bagi perbankan syariah sangat lah penting 
dimana menjadi dasar pokok terkait tujuan dari muamalah dan transaksi yang ada di perbankan 
syariah. Perbankan syariah sendiri adalah perbankan yang didasari atas ajaran Islam yaitu Al-
Quran dan Hadist dimana operasionalnya dengan bagi hasil bukan dengan bunga. Dalam 
pelaksanaannya, perbankan syariah menggunakan bagi hasil bukan dengan bunga karena bunga 
dilarang oleh syariat Islam dikarenakan mengandung kemudharatan. Perbankan syariah memiliki 
peran penting dalam meningkatkan kehidupan masyarakat.  

Dalam operasional bank syariah dilaksanakan berdasarkan akad syariah seperti prinsip 
bank syariah. Prinsip tersebut adalah prinsip maghrib yaitu maisir, gharar, haram, riba dan batil. 
Tujuan penerapan ini yaitu meningkatkan kemaslahatan agar tercapainya kebahagian memenuhi 
kebutuhan manusia yang seimbang. Ketentuan prinsip syariat Islam berbunyi “Prinsip  syariah  
adalah  prinsip  hukum  Islam  dalam  kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan 
oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah” yang terdapat 
dalam pasal 1 ayat 12 UU No.21 Tahun 2008. 

Prinsip maisir dalam perbankan syariah mempunyai peranan penting dalam menjauhi 
aktivitas yang mengandung unsur spekulatif serta berisiko tinggi. Maisir, yang berarti perjudian 
atau permainan yang menguntungkan hanya satu pihak, dilarang dalam sistem keuangan Islam 
karena menyimpang dari prinsip kesimbangan dan keadilan. Dalam perbankan syariah, prinsip 
maisir berfungsi sebagai pedoman serta memastikan bahwa semua transaksi dilakukan secara 
adil dan transparan. 

Dalam operasionalnya, perbankan syariah di Indonesia dilarang melakukan kegiatan yang 
mengandung unsur-unsur maisir, seperti judi, taruhan, atau permainan yang menguntungkan 
hanya satu pihak. Bank syariah harus memastikan bahwa semua transaksi dilakukan secara adil 
dan transparan, serta mempertahankan kepentingan nasabah dalam setiap transaksi. Selain itu, 
prinsip maisir juga mempunyai peranan dalam menentukan akad yang digunakan dalam 
perbankan syariah. Akad seperti murabahah, musyarakah, salam, istisna', dan ijarah digunakan 
untuk memastikan bahwa semua transaksi dilakukan secara adil dan transparan, serta 
menghindari unsur-unsur maisir. Maka dari itu, prinsip maisir memiliki peranan penting dalam 
memastikan keamanan dan keadilan dalam perbankan syariah, serta mempertahankan 
kepentingan nasabah dalam setiap transaksi. 

ٰٓايَُّهَا ا الَّذِيْنََ ي  مَنوُْٰٓ نَْ رِجْسَ  وَالَْْزْلَْمَُ وَالَْْنْصَابَُ وَالْمَيْسِرَُ الْخَمْرَُ اِنَّمَا ا  نَِ عَمَلَِ مِِّ تفُْلِحُوْنََ لعَلََّكُمَْ فاَجْتنَِبوُْهَُ الشَّيْط    
Larangan maisir terdapat dalam Qs. Al-Maidah : 90 yang maknanya “Hai orang-orang yang 

beriman, sesungguhnya khamar, maisir, berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah 
perbuatan keji termasuk perbuatan setan, maka hindari perbuatan tersebut agar mendapatkan 
kebahagiaan”. Dimana menurut firman tersebut Allah memerintahkan orang beriman untuk 
menjauhkan diri dari perbuatan setan. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, Kitab-Nya, 
dan Rasul-Nya! Sesungguhnya minuman beralkohol dalam bentuk apapun, jenisnya, baik kecil 
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maupun besar, baik memabukkan atau tidak, adalah perjudian. Mempersembahkan kurban 
kepada berhala seperti sesajen, sedekah laut, dan persembahan kepada makhluk lainnya. Dan 
mengundi nasib dengan anak panah atau memilih apapun adalah tindakan pengecut, karena 
melanggar akal sehat dan hati nurani serta berdampak negatif pada kehidupan sosial dan pribadi.  

Madzhaf Syafi'i mengatakan bahwa gharar adalah sesuatu yang akibatnya tidak kasat 
mata dan dapat menimbulkan akibat yang tidak diharapkan. Ibnu Qoiyyim juga berpendapat 
bahwa gharar ialah sesuatu yang tidak dapat diukur akseptabilitasnya, baik barang ada atau tidak. 
Misalnya menjual kudanil yang ada dan terlihat tetapi kudanil tersebut belum tentu bisa 
ditangkap. Jelas sekali bahwa hukum mengenai suatu perkara didasarkan pada hasil pengetahuan 
mengenai perkara itu. Sedetail apapun pengetahuan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan 
gharar, apakah mampu menyelesaikan persoalan yang menyangkut gharar dan menjelaskan 
hukum serta berbagai alternative dalam menentukan apa yang dimaksud dengan transaksi 
gharar. 

Prinsip gharar dalam perbankan syariah memiliki peranan penting dalam mengatur 
transaksi keuangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Gharar yang berarti ketidakjelasan atau 
ketidakpastian dilarang dalam Islam karena dapat menimbulkan kerugian dan sengketa. Dalam 
perbankan syariah, gharar dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti transaksi yang tidak 
memilki kepastian sifat, bentuk, atau harga yang jelas. Oleh karena itu, bank syariah harus 
memastikan bahwa unsur gharar tidak dilakukan dalam transaksi dan memastikan keamanan 
serta keadilan bagi pihak yang terlibat. 

Dalam implementasinya, bank syariah berpedoman pada prinsip syariah yang terkandung 
dalam Al-Quran dan Hadist. Mereka menerapkan akad yang sesuai dengan syariah, seperti wadiah 
dan mudharabah, untuk memastikan transparansi dan keamanan dalam transaksi. Dengan 
demikian, bank syariah dapat menjadi alternatif yang aman dan terpercaya dalam transaksi 
bisnis, serta mendorong pelaku bisnis untuk menjalankan bisnisnya dengan berlandaskan pada 
ajaran hukum Islam. Larangan gharar terdapat dalam firman Allah Qs. Al-Baqarah : 188. 

ا وَلََْ نَْ فَرِيْقاً لِتأَكُْلوُْا الْحُكَّامَِ الِىَ بهَِآَٰ وَتدُلْوُْا باِلْباَطِلَِ بَيْنكَُمَْ امَْوَالكَُمَْ تأَكُْلوُْٰٓ ثمَِْ النَّاسَِ امَْوَالَِ مِِّ تعَْلمَُوْنََ وَانَْتمَُْ باِلِْْ   
188. Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) 

kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat 
memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. 

Sistem gharar ada unsur yang secara tidak sengaja memakan kekayaan orang lain. 
Meskipun Tuhan melarang penggunaan harta orang lain secara cuma-cuma. Filosofi larangan 
gharar didasari oleh adanya perjudian sehingga menimbulkan sikap bermusuhan di antara pihak 
yang dirugikan. Dengan kata lain menyebabkan kerugian besar bagi pihak lain. Larangan ini 
mencakup niat melindungi harta benda dari kehilangan dan menghilangkan sikap permusuhan 
yang timbul di kalangan masyarakat melalui jual beli jenis ini. Terdapat perbedaan pendapat oleh 
ulama mengenai pembagian gharar, ada yang mengatakan menjadi 3, 4 bahkan 10 bagian. Namun, 
secara umum dilihat dari 2 sisi, yaitu : 
a. Gharar dalam akad transaksi, gharar yang terjadi karena adanya unsur akad yang tidak jelas, 

Sama halnya seseorang menjual rumah ini kepada A dengan syarat  A menjual rumah tersebut 
kepada seseorang tersebut. Permasalahan ini jelas termasuk garar, karena mewakili sesuatu 
yang tidak jelas.   

b. Gharar dalam objek transaksi, gharar yang terjadi karena unsur obyeknya (jenis, sifat, 
ukuran) tidak jelas transaksinya. Ini termasuk orang-orang yang menjual produk secara 
online tanpa menyebutkan bentuk fisik, jenis, atau ukuran produk, terutama ketika 
pengiriman tidak memungkinkan atau produk tersebut bukan milik penjual. 

Kemudian, prinsip haram dalam perbankan syariah berperan sebagai dasar untuk 
menentukan transaksi keuangan yang dilarang dalam Islam. Dalam perbankan syariah, prinsip 
haram memiliki peranan penting dalam mengatur transaksi keuangan yang sesuai dengan ajaran 
Islam. Prinsip haram berupa larangan terhadap beberapa bentuk transaksi keuangan, seperti riba, 
berjudi, dan mengorbankan untuk berhala. Dengan demikian, bank syariah harus memastikan 
bahwa transaksi yang dilakukan tidak mengandung unsur haram untuk memastikan keamanan 
serta keadilan bagi para pihak yang terlibat. 
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Dalam implementasinya, bank syariah berpedoman pada prinsip-prinsip syariah yang 
terkandung dalam Al-Quran dan Hadist. Perbankan syariah menerapkan akad yang sesuai dengan 
syariah, seperti wadiah dan mudharabah, untuk memastikan transparansi dan keamanan dalam 
transaksi. Dengan demikian, bank syariah dapat menjadi alternatif yang aman dan terpercaya 
dalam transaksi bisnis, serta mendorong pelaku bisnis untuk menjalankan bisnisnya dengan 
berlandaskan pada ajaran hukum Islam.  
Beberapa peran serta kontribusi prinsip haram dalam perbankan syariah, diantaranya :  
a. Prinsip haram membantu dalam memfilter transaksi agar sesuai dengan hukum syariah. 

Bank syariah tidak akan terlibat dalam transaksi atau produk yang melanggar prinsip-prinsip 
Islam, seperti riba (bunga), perjudian, minuman keras, atau bisnis yang melanggar etika Islam 
lainnya. Dapat membantu memastikan bahwa aktivitas perbankan yang dilakukan adalah 
halal dan sesuai dengan nilai-nilai agama. 

b. Dengan mematuhi prinsip haram, bank syariah dapat menghindari pelanggaran hukum 
syariah. Melanggar prinsip haram dapat menyebabkan sanksi hukum dan kerugian reputasi 
yang serius bagi bank tersebut. Oleh karena itu, mematuhi prinsip haram membantu bank 
syariah untuk menjaga keberlangsungan operasional dari perbankan syariah. 

c. Kepatuhan terhadap prinsip haram membantu bank syariah untuk membangun kepercayaan 
nasabah. Nasabah yang peduli dengan prinsip-prinsip agama sering mencari layanan 
perbankan yang sesuai dengan nilai-nilai mereka. Dengan menawarkan produk dan layanan 
yang bebas dari unsur haram, bank syariah dapat menarik nasabah yang lebih banyak dan 
memperkuat hubungan dengan mereka. 

d. Prinsip haram juga dapat mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan 
menghindari praktik-praktik yang merugikan seperti riba dan spekulasi, perbankan syariah 
dapat mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil dan inklusif, yang sejalan 
dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. 

Sedangkan secara bahasa, riba berasal dari bahasa Arab yang berarti "tambahan". Dalam 
konteks keuangan syariah, riba digunakan pada produk produk pinjaman. Riba diartikan sebagai 
pengambilan tambahan atau bunga pinjaman yang melebihi jumlah pokok pinjaman (utang) saat 
dana itu dikembalikan. Secara umum, terdapat dua jenis riba, yaitu: 
• Riba Nasiah, Riba yang terjadi dalam transaksi jual beli barang ribawi (emas, perak, gandum, 

kurma, dan garam) yang tidak dilakukan secara tunai, melainkan dengan tempo. Kelebihan 
nilai tukar barang ribawi yang terjadi akibat tempo inilah yang disebut riba. 

• Riba Qardh, Riba yang terjadi dalam transaksi pinjam meminjam uang atau barang. 
Riba qardh terjadi ketika pemberi pinjaman mensyaratkan adanya tambahan atau bunga atas 
pokok pinjaman. 

Riba adalah suatu perbuatan memperoleh uang untuk pembiayaan, serta dilarang dalam 
kehidupan sehari-hari. Sesungguhnya Allah SWT telah menjanjikan siksa yang pedih kepada 
orang-orang kafir. Bagaimana tidak, riba (atau bunga dalam istilah konvensional) adalah sistem 
yang memungkinkan pemodal melipatgandakan kekayaannya lebih cepat dan efesien. Cara yang 
umum digunakan adalah pemberian kredit (atau hutang) yang menghasilkan persyaratan 
'keuntungan' tambahan ketika pinjaman dilunasi. Sekilas terlihat seperti perbuatan jual beli jasa 
(atau jasa peminjaman uang), namun kenyataannya merupakan riba yang dilarang oleh Allah SWT 
dan Rasulullah SAW. Allah melarang riba dalam firmannya Qs. Ar-Rum ayat 39. 

تيَْتمَُْ وَمَآَٰ نَْ ا  باً مِِّ وَمَآَٰ اٰللَِّ عِنْدََ يَرْبوُْا فلَََ النَّاسَِ امَْوَالَِ فيَِْٰٓ لِِّيَرْبوَُاَ  رِِّ تيَْتمَُْ ۚ  نَْ ا  وة َ مِِّ ىِٕكََ اٰللَِّ وَجْهََ ترُِيْدوُْنََ زَك 
الْمُضْعِفوُْنََ همَُُ فاَوُل ٰۤ  

39. Dan segala riba (penmabahan) yang kamu berikan untuk menambah kekayaan 
manusia  tidak akan bertambah di mata Allah. Dan apapun yang kamu berikan dalam bentuk Zakat 
untuk memperoleh keridhaan Allah, maka merekalah yang akan menambahnya (pahala). 

Prinsip riba dalam perbankan syariah memiliki peranan penting dalam mengatur 
transaksi keuangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Riba, yang berarti bunga, dilarang dalam 
Islam karena dianggap sebagai bentuk eksploitasi dan ketidakadilan. Dalam perbankan syariah, 
prinsip riba berfungsi sebagai dasar untuk menentukan transaksi keuangan yang dilarang, seperti 
bunga bank, dan mengarahkan bank syariah untuk mengembangkan sistem keuangan yang lebih 
adil dan transparan.  
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Pada dasarnya bank syariah ialah lembaga keuangan dengan sistem usahanya menurut 
syariah Islam. Artinya seluruh sistem bisnis yang dilakukan oleh bank syariah harus mengikuti 
ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Meskipun di dalam  QS. Ar-Rum ayat 39 
menyebutkan bahwa Allah mengharamkan riba, namun seiring berkembangnya zaman dan 
teknologi, baik perbankan konvensional maupun perbankan syariah semakin meluas dengan 
menawarkan pinjaman dan pinjaman melalui berbagai produk yang berbeda. Sehingga masih 
terdapat celah praktik yang mengandung produk-produk yang berbeda maupun memungkinkan 
adanya penyimpangan.  

Dan yang terakhir yaitu prinsip batil. Prinsip batil dalam perbankan syariah memainkan 
peranan penting dalam mengatur transaksi keuangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Batil 
berarti rusak dikarenakan adanya rukun atau syarat yang ditinggalkan ketika mengerjakan 
sesuatu dan juga dapat diartikan sebagai hal yang dilarang oleh Allah SWT. Dalam perbankan 
syariah, batil dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti transaksi yang tidak memilki 
kepastian sifat, bentuk, atau harga yang jelas. Oleh karena itu, bank syariah harus memastikan 
bahwa transaksi yang dilakukan tidak mengandung unsur batil untuk memastikan keamanan dan 
keadilan bagi para pihak yang terlibat. 

Dalam perbankan syariah, prinsip riba memiliki peran yang signifikan dan berbeda 
dengan perbankan konvensional. Prinsip batil dalam perbankan syariah mengacu pada prinsip 
yang harus dihindari atau dijauhi karena dianggap bertentangan dengna prinsip syariah. Prinsip 
batil memiliki peranan penting karena menjaga agar transaski dan aktivitas perbankan dalam 
batas yang diizinkan syariah. Dalam prinsip batil melarang adanya riba dan berkomitmen untuk 
tidak menggunakan sistem bunga tetapi bagi hasil dalam transaksi perbankan syariah.  

Prinsip batil dalam perbankan syariah mempengaruhi berbagai aspek operasional bank 
syariah, termasuk penghindaran kegiatan yang tidak sesuai dengan syariah, pengawasan dan 
pengendalian risiko, pengembangan produk dan layanan, pengembangan kemitraan dan 
kerjasama, dan pengawasan dan pengendalian kinerja. Dengan demikian, prinsip batil 
memainkan peran penting dalam memastikan keberlangsungan dan keberhasilan operasional 
bank syariah yang sesuai dengan nilai-nilai Islam 

Jadi dengan adanya prinsip maghrib (maisir, gharar, haram, riba, dan batil) membuat 
suatu perbankan syariah maupun individu dapat dengan mudah mengetahui hal-hal apa saja yang 
dilarang dan diperboleh dalam ajaran Islam terutama dalam hal perbankan, dikarenakan 
perbankan sendiri merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Jika 
masyarakat tidak mengetahuinya maka akan dipastikan perekonomian akan menyimpang dari 
ajaran Islam dan kemungkinan dapat memperburuk perekonomian negara. 

KESIMPULAN 
Dalam suatu perbankan syariah, bank tersebut harus menerapkan prinsip dasar syariat 

Islam yang sudah berlaku yaitu prinsip maghrib (maisir, gharar, haram, riba, dan batil). Prinsip 
tersebut bagi perbankan syariah sangat lah penting dimana menjadi dasar pokok terkait tujuan 
dari muamalah dan transaksi yang ada di perbankan syariah. Dalam pelaksanaannya, perbankan 
syariah menggunakan bagi hasil bukan dengan bunga karena bunga dilarang oleh syariat Islam 
dikarenakan mengandung kemudharatan. Perbankan syariah memiliki peran penting dalam 
meningkatkan kehidupan masyarakat. Dalam operasional bank syariah dilaksanakan 
berdasarkan akad syariah seperti prinsip bank syariah. Tujuan penerapan ini yaitu meningkatkan 
kemaslahatan agar tercapainya kebahagian memenuhi kebutuhan manusia yang seimbang.  

Prinsip maisir dalam perbankan syariah mempunyai peranan penting dalam menjauhi 
aktivitas yang mengandung unsur spekulatif serta berisiko tinggi. Dalam perbankan syariah, 
prinsip maisir berfungsi sebagai pedoman untuk menghindari transaksi yang mengandung unsur 
spekulatif dan berisiko tinggi, serta memastikan bahwa semua transaksi dilakukan secara adil dan 
transparan. Selanjutnya gharar dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti transaksi yang tidak 
memilki kepastian sifat, bentuk, atau harga yang jelas. Oleh karena itu, bank syariah harus 
memastikan bahwa unsur gharar tidak dilakukan dalam transaksi dan memastikan keamanan 
serta keadilan bagi pihak yang terlibat. Dalam implementasinya, bank syariah berpedoman pada 
prinsip syariah yang terkandung dalam Al-Quran dan Hadist. Prinsip haram berupa larangan 
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terhadap beberapa bentuk transaksi keuangan, seperti riba, berjudi, dan mengorbankan untuk 
berhala.  
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